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KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi bulan Mei 2022 mengangkat laporan utama 
mengenai kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Salah satu hal yang 
perlu menjadi perhatian bersama adalah masih rendahnya capaian 
indikator-indikator keberhasilan dalam Programme for International Student 
Assessment (PISA) seperti kemampuan membaca, matematika, dan ilmu 
pengetahuan (OECD, 2019). Laporan utama ini juga akan menganalisa 
beberapa perbedaan kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia dengan 
beberapa negara di Asia yang memiliki capaian PISA yang tergolong unggul 
dibanding negara-negara lainnya.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia membahas tentang momentum 
lebaran tahun 2022 didukung oleh pemerintah pusat dan dimanfaatkan 
oleh masyarakat untuk melakukan mudik. Hal tersebut meningkatkan 
peredaran transaksi uang baik tunai maupun non tunai dan memunculkan 
kemungkinan inflasi. Selanjutnya, kami juga membahas tentang keuangan 
yang inklusif penting diupayakan untuk meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Nafas utama untuk keuangan yang 
inklusif adalah tingginya literasi keuangan dan terciptanya infrastruktur 
keuangan yang baik.

Di bidang hukum, Update Indonesia membahas tentang ancaman peretasan 
terhadap masyarakat. Masyarakat harus diberikan perasaan aman ketika 
menjalankan haknya untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat tanpa 
dibayang-bayangi oleh ketakutan menjadi korban peretasan. Selanjutnya, 
kami juga membahas tentang pelanggaran etik yang dilakukan oleh 
Pimpinan KPK berpotensi memengaruhi upaya pemberantasan korupsi 
yang dilakukan oleh lembaga anti rusuah tersebut.

Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang polemik pernyataan 
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati 
Soekarnoputri terkait perilaku ibu-ibu dalam kenaikan minyak goreng. 
kebebasan perempuan Muslim terkait penggunaan jilbab. Selanjutnya, kami 
juga membahas tentang keberadaan Partai Buruh di Indonesia. Kehadiran 
Partai Buruh harus dapat mendorong pembahasan dan pengesahan 
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan buruh. 
Selain itu, kami membahas tentang Penyelesaian kasus pelanggaran HAM 
berat masa lalu belum mendapatkan titik terang hingga dua puluh empat 
tahun reformasi.
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Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan 
dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun 
bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, 
baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan 
analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum 
di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.
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Melihat Perkembangan Capaian PISA Indonesia dan 
Perbedaan Kebijakan Pendidikan antara Indonesia dengan

Beberapa Negara di Asia

Indonesia telah memiliki berbagai capaian di bidang pendidikanv.
Akan tetapi, masih terdapat banyak hal perlu diperbaiki agar kualitas 
pendidikan di Indonesia semakin terdepan. Salah satu hal yang 
perlu menjadi perhatian bersama adalah masih rendahnya capaian 
indikator-indikator keberhasilan dalam Programme for International 
Student Assessment (PISA) seperti kemampuan membaca, 
matematika, dan ilmu pengetahuan (OECD, 2019). 

Oleh karena itu, tulisan ini akan melihat perkembangan capaian PISA 
Indonesia dari tahun ke tahun. Tulisan ini juga akan menganalisis 
beberapa perbedaan kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia 
dengan beberapa negara di Asia yang memiliki capaian PISA yang 
tergolong unggul dibanding negara-negara lainnya. 

Perkembangan Capaian PISA

Seperti yang kita ketahui, di tahun 2018, capaian PISA Indonesia 
masih tertinggal jauh dari negara-negara lain. Bahkan sejak tahun 
2000, perkembangan performa akademik pelajar usia 15 tahun di 
Indonesia tidak banyak mengalami perkembangan, seperti data 
yang terdapat dalam Tabel 1 di bawah ini. 

Tabel 1. Rata-Rata Nilai PISA Anak Usia 15 Tahun di 
Indonesia

Laporan Utama
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Sumber: OECD, 2019.

Rata-rata nilai membaca anak Indonesia pada PISA tahun 2018 
sebesar 371. Nilai tersebut sama dengan nilai yang diperoleh 
Indonesia pada PISA tahun 2000. Sempat ada fluktuasi antara 
perolehan nilai PISA tahun 2003 hingga 2015. Namun, perolehan 
nilai kemampuan membaca di tahun 2018 kembali seperti perolehan 
nilai di tahun 2000. Hal tersebut menunjukkan adanya stagnasi pada 
proses pembelajaran di Indonesia. Padahal secara umum terdapat 
peningkatan jumlah anak usia 15 tahun yang mendaftar sekolah 
antara tahun 2003 dengan 2018.

Pada capaian matematika dan ilmu pengetahuan juga terdapat 
fluktuasi antara nilai PISA tahun 2003, 2006, hingga tahun 2018. 
Beberapa hal yang dapat kita simpulkan dari Tabel 1 diantaranya 
bahwa capaian hasil kemampuan matematika anak Indonesia tahun 
2018 (379) lebih rendah dibanding capaian hasil membaca anak 
Indonesia tahun 2006 (391). Selain itu, capaian ilmu pengetahuan 
anak Indonesia tahun 2018 (396) lebih rendah dibandingkan tahun 
2015 (403). Bukan hanya pada anak usia 15 tahun saja, hasil PISA 
tahun 2018 juga menunjukkan rata-rata kemampuan membaca 
penduduk kelompok usia 35-44 tahun di Indonesia masih jauh 
tertinggal dibanding negara lain. 

Sementara, jika melihat capaian PISA Singapura dan Korea 
Selatan, kedua negara tersebut di tahun 2018 memiliki nilai rata-
rata kemampuan membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan 
jauh di atas negara-negara lain. Dalam Tabel 2 terlihat bahwa sejak 
tahun 2009, anak-anak di Singapura telah memperoleh nilai PISA 

Laporan Utama
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di atas 500. Jauh di atas rata-rata nilai PISA anggota Organisation 
for Economic Co-operation and Development (OECD). Walaupun 
rata-rata nilai kemampuan membaca, matematika, dan ilmu 
pengetahuan anak di Singapura mengalami fluktuasi dari tahun 2009 
hingga tahun 2018, namun secara umum capaian PISA Singapura 
tahun 2018 lebih baik dibanding tahun 2009. 

Tabel 2. Rata-Rata Nilai PISA Anak Usia 15 Tahun di 
Singapura

Sumber: OECD, 2019.

Negara lain di Asia yang memiliki capaian PISA di atas rata-rata 
adalah Korea Selatan. Dalam Tabel 3 terlihat bahwa sejak tahun 
2000 nilai kemampuan membaca anak di Korea Selatan sudah lebih 
dari 500. Walaupun di tahun 2018, capaian nilai membaca di negara 
tersebut lebih rendah/mengalami penurunan dibanding tahun 2000. 
Namun, capaian nilai PISA Korea Selatan di tahun 2018 masih lebih 
tinggi dibanding rata-rata capaian negara-negara anggota OECD. 

Laporan Utama
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Tabel 3. Rata-Rata Nilai PISA Anak Usia 15 Tahun di Korea 
Selatan

Sumber: OECD, 2019.

Perbedaan Kebijakan

Selain mengkaji perkembangan PISA berbagai negara, laporan 
OECD (2020) menunjukkan bahwa pengorganisasian sekolah (school 
organisation), termasuk pada kebijakan sekolah dan implementasinya, 
berkaitan dengan capaian belajar siswa, pemerataan hasil belajar 
siswa, dan kesejahteraan siswa. Beberapa kebijakan yang termasuk 
dalam ranah school organisation diantaranya pengelompokan dan 
pemilihan siswa (grouping and selecting students), sumber daya yang 
diinvestasikan dalam pendidikan (resources invested in education), 
tata kelola sistem pendidikan (education system governance), serta 
evaluasi dan penilaian (evaluation and assessment). Berikut definisi 
dari masing-masing kebijakan tersebut.

Pertama, pengelompokan dan pemilihan siswa maksudnya adalah 
nilai dan program-program yang harus diselesaikan oleh siswa 
agar dapat lulus dari suatu jenjang pendidikan (struktur vertikal), 
serta bagaimana sekolah mampu mengelompokkan siswa dengan 
kemampuan yang beragam kedalam berbagai program kurikuler 
sesuai dengan kemampuan masing-masing (struktur horisontal).
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Kedua, sumber daya yang diinvestasikan dalam pendidikan 
maksudnya adalah jumlah sumber daya manusia (seperti guru dan 
tenaga kependidikan), sumber daya materi (seperti infrastruktur fisik 
dan materi pedagogis) yang tersedia untuk proses pembelajaran. 
Faktor lain yang termasuk dalam aspek ini adalah jumlah sumber 
daya keuangan yang diinvestasikan dalam pendidikan dan banyaknya 
waktu belajar siswa untuk mata pelajaran utama seperti bahasa, 
matematika, dan ilmu pengetahuan, juga kesempatan belajar yang 
ditawarkan oleh sekolah setelah jam pelajaran reguler. 

Ketiga, tata kelola sistem pendidikan maksudnya adalah bagaimana 
organisasi publik dan swasta terlibat dalam administrasi dan 
pendanaan sekolah. Implementasi school choice dan kompetisi antar 
sekolah juga termasuk dalam aspek ini. Keempat yakni evaluasi 
dan penilaian terhadap kebijakan dan praktiknya. Misalnya dengan 
menilai hasil pembelajaran siswa, serta kinerja guru dan sekolah. 

Di antara kebijakan-kebijakan tersebut, terdapat beberapa 
perbedaan antara Indonesia, Singapura, dan Korea Selatan (OECD, 
2020). Pada kebijakan pertama, perbedaan pada struktur vertikal 
pendidikan misalnya.  Di Singapura dan Korea Selatan, anak-
anak di sana mulai masuk dalam pre-primary school sejak usia tiga 
hingga enam tahun (empat tahun). Sementara kebanyakan anak di 
Indonesia baru mulai masuk dalam pre-primary school di usia lima 
hingga tujuh tahun (tiga tahun). Padahal, studi menunjukkan bahwa 
berbagai capaian pendidikan dapat ditingkatkan melalui adanya pre-
primary education yang berkualitas, termasuk diantaranya yakni 
perkembangan kognisi dan kesejahteraan anak, capaian akademik di 
jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan bahkan pendapatan anak 
saat dewasa (Duncan et al., 2007; Nordic Council of Ministers, 
2012)

Perbedaan selanjutnya terkait sumber daya manusia di bidang 
pendidikan. Di Singapura dan Korea Selatan, hampir 90 persen guru 
telah melakukan sertifikasi. Sementara, jumlah guru di Indonesia 
yang sudah sertifikasi belum ada 50 persen. Padahal temuan PISA 
tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah guru yang tersertifikasi 
berbanding lurus dengan peningkatan kemampuan membaca pada 
siswa. 

Selain sumber daya manusia, peralatan pendukung proses 
pembelajaran yang tersedia di sekolah juga berpengaruh terhadap 
capaian proses pembelajaran. Di Singapura dan Korea Selatan, 



Update Indonesia — Volume XVI, No.5 – Mei 2022 8

Laporan Utama

hampir seratus persen komputer sekolah telah terkoneksi dengan 
internet. Sementara di Indonesia, jumlah komputer sekolah yang 
terkoneksi ke internet belum mencapai 80 persen. 

Selanjutnya, terkait dengan tata kelola sistem pendidikan, salah 
satu faktor yang dilihat dalam aspek tersebut adalah adanya 
kompetisi antar sekolah. Di Singapura, hampir 100 persen siswa 
mengaku bahwa kepala sekolah mereka melaporkan setidaknya ada 
satu sekolah lain yang memperebutkan siswa di daerah yang sama. 
Angka tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kondisi di 
Indonesia yang terdapat dalam laporan OECD (2020). Lebih dari 
90 persen siswa Indonesia juga menyatakan adanya kondisi yang 
sama. Namun, kondisi tersebut bisa jadi hanya menggambarkan 
Wilayah DKI Jakarta dan Yogyakarta saja. Sebab, tes PISA tahun 
2018 dilakukan di kedua wilayah tersebut. Sementara, kita tahu 
bahwa masih ada siswa di Wilayah Papua yang masih kesulitan 
untuk bersekolah. 

Terakhir, kaitannya dengan evaluasi kebijakan pendidikan, temuan 
OECD (2020) diantaranya menunjukkan bahwa Indonesia termasuk 
negara yang memiliki pendataan yang baik mengenai capaian siswa 
di sekolah. Hampir 100 persen siswa di Indonesia memiliki catatan 
mengenai hasil tes mereka. Kondisi tersebut bagus untuk melihat 
perkembangan proses pembelajaran siswa dan merencanakan 
strategi pembelajaran kedepannya. 

Namun, capaian aspek lain dari evaluasi kebijakan pendidikan dalam 
OECD (2020) juga menunjukkan masih rendahnya persentase 
siswa yang mendapat pendampingan dari guru terkait dengan 
peningkatan capaian membaca, jumlahnya yakni masih sekitar 50 
persen. Sementara di Singapura, jumlah tersebut telah mendekati 
80 persen dan di Korea Selatan lebih dari 80 persen. Maka dari itu, 
bukan hal yang mengherankan jika Singapura dan Korea Selatan 
menjadi negara di kawasan Asia dengan capaian PISA yang 
termasuk tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain. 

Rekomendasi

Berdasar analisis di atas, Indonesia perlu memperkuat kebijakan 
di ranah pengorganisasian sekolah (school organisation) yang tediri 
dari empat poin yang telah dipaparkan di atas. Berkaitan dengan hal 
tersebut, beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya pertama, 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
(Kemendikbudristek), Dinas Pendidikan di masing-masing daerah, 



Update Indonesia — Volume XVI, No.5 – Mei 2022 9

sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya perlu memperkuat 
masa pre-primary school di Indonesia. Sebab, pre-primnary school 
yang berkualitas dapat mendorong capaian pembelajaran yang lebih 
baik di jenjang pendidikan berikutnya.

Kedua, Kemendikbudristek perlu mendorong sertifikasi pada guru. 
Tentunya sertifikasi tersebut harus disertai dengan peningkatan 
kualitas mengajar guru. Ketiga, sektor swasta, Kementerian 
Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Kemendikbudristek 
perlu bekerja sama untuk melakukan pemerataan fasilitas belajar 
seperti komputer yang terkoneksi dengan internet. Dengan akses 
terhadap internet, kesempatan bagi anak untuk belajar akan semakin 
terbuka. 

Keempat, Kemendikbudristek perlu membangun sekolah atau ruang 
kelas baru terutama di daerah yang masih minim sarana pendidikan. 
Suatu sekolah/satuan pendidikan akan terus meningkatkan 
kualitasnya jika terdapat persaingan antar sekolah. Namun, sebelum 
persaingan ada, terlebih dahulu sekolah/satuan pendidikan tersebut 
harus tersedia. 

Terakhir, guru dan satuan pendidikan perlu memperkuat 
pendampingan pada siswa untuk meningkatkan kemampuan 
membaca. Dengan langkah-langkah tersebut, harapannya kualitas 
pendidikan di Indonesia, utamanya terkait capaian PISA dapat 
meningkat di tahun-tahun selanjutnya. 

- Nisaaul Muthiah - 

Laporan Utama

Perlu adanya 
penguatan 
kebijakan di ranah 
pengorganisasian 
sekolah (school 
organisation) untuk 
meningkatkan capaian 
nilai PISA Indonesia 
di tahun-tahun 
selanjutnya.
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Mengulik Momentum Lebaran 
dalam Proses Pemulihan Ekonomi

Survei yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan 
(Balitbang) Kementerian Perhubungan menyebutkan bahwa 
ada kurang lebih 85,5 juta penduduk Indonesia yang melakukan 
perjalanan mudik tahun 2022. Mudik merupakan tradisi yang ada di 
Indonesia ketika datang hari raya Idul Fitri. Jumlah pemudik tersebut 
terbilang fantastis setelah larangan pergerakan mobilitas masyarakat 
yang diberlakukan pada dua tahun sebelumnya dihapuskan.

Semenjak pengumuman tanggal cuti bersama oleh Presiden Joko 
Widodo melalui kanal YouTube Sekertariat Presiden, yaitu 29 April 
dan 4-6 Mei 2022, masyarakat mulai memilih transportasi yang akan 
digunakan untuk mudik ke kampung halaman. Berdasarkan survei 
yang dilaksanakan Kemenhub, ada 14 juta masyarakat yang akan 
meninggalkan Jabodetabek dan 47 persen diantaranya mengunakan 
kendaraan pribadi atau jalur darat. (kompas.com, 10/04/2022). 
Berbeda dengan kondisi yang terjadi di tahun 2021 di mana ada 
pembatasan mobilitas masyarakat.

Sebelumnya pada tahun 2021, pemerintah sangat mengupayakan 
untuk menekan angka pemudik dengan menerapkan Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada level tertinggi. 
Survei Indikator Politik Indonesia di tahun 2021 menunjukkan dari 
1200 responden di Indonesia, 20,8 persen diantaranya berencana 
mudik walaupun ada larangan (databoks, 05/05/2021). 

Melonjaknya angka penduduk yang akan melakukan mudik pada 
tahun 2022 tentunya membuat harapan pemulihan ekonomi 
semakin terlihat di depan mata. Sebelumnya, pandemi sudah 
melumpuhkan sektor transportasi, akomodasi, makanan, serta 
minuman karena mobilitas masyarakat dibatasi untuk mengurangi 
penularan coronavirus disease 2019 (Covid-19). Dan tahun ini, 
pemerintah menyelenggarakan program Mudik Gratis yang tentunya 
mendorong peningkatan industri transportasi dan akomodasi hingga 
industri pengolahan.

Ekonomi
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Penentuan tanggal cuti bersama dan pembuatan program Mudik 
Gratis tentunya membuat masyarakat ingin memanfaatkan momen 
libur lebaran untuk berkumpul dengan keluarga setelah tertahan 
peraturan dalam dua tahun terakhir. Tabungan masyarakat yang 
selama ini dikumpulkan digunakan untuk transaksi baik tunai 
maupun non-tunai untuk pemenuhan kebutuhan selama di kampung 
halaman. Keinginan bertransaksi tersebut membuat permintaan 
uang tunai meningkat.

Lonjakan Transaksi Tunai dan Non-Tunai

Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa ada peningkatan realisasi 
penarikan uang tunai sebesar 16,6 persen pada momen libur Idul 
Fitri tahun 2022. Dibandingkan tahun 2021, realisasi penarikan 
uang tunai sebesar Rp154,5 triliun dan tahun 2022 menjadi Rp180,2 
triliun (bi.go.id, 09/05/2022). 

Transaksi yang dilakukan oleh masyarakat umumnya digunakan 
untuk membayar tiket akomodasi baik jalur darat, laut, dan udara 
yang umumnya menggunakan pembayaran non-tunai. Sedangkan 
penarikan tunai digunakan untuk pemenuhan kebutuhan selama 
bulan puasa dan jelang Idul Fitri. 

Apabila dilihat secara spasial, kinerja tahunan BI pada sisi penarikan 
uang tunai di setiap wilayah Indonesia secara umum mengalami 
pertumbuhan. Wilayah yang memiliki penarikan tunai tertinggi 
tentunya yang memiliki penduduk terpadat yaitu Jawa sebesar 
Rp110,1 triliun. Kemudian Sumatera sebesar Rp35,3 triliun yang 
tumbuh sebesar 6,5 persen secara year-on-year. Wilayah Sulawesi-
Maluku-Maluku Utara-Papua sebesar Rp15,0 triliun yang tumbuh 
13,3 persen dari tahun sebelumnya. Kalimantan sebesar Rp12,5 
triliun dan Bali- Nusa Tenggara Timur-Nusa Tenggara Barat sebesar 
Rp7,4 triliun. 

Tidak hanya transaksi tunai dan non-tunai, BI juga mencatat jumlah 
uang yang ditukarkan pada Idul Fitri 2022 sebesar Rp1,3 triliun. 
Nominal tersebut merupakan akumulasi dari 468 titik penukaran 
yang tersebar di seluruh Indonesia sejak tanggal 5 – 28 April 2022. 

Besarnya transaksi baik tunai maupun non-tunai, serta penukaran 
uang tentunya memerlukan teknologi tepat guna agar aman dan 
akuntabel. Jumlahnya juga perlu diketahui dengan pasti karena 
memungkinkan terjadinya inflasi karena banyaknya jumlah uang 
yang beredar karena permintaan uang yang tinggi. 

Ekonomi
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Tanda-Tanda Perekonomian Mulai Pulih

Berita Resmi Statistik (BRS) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik 
(BPS) menunjukkan laporan pertumbuhan ekonomi yang terjadi 
pada triwulan 1 tahun 2022. Berdasarkan data secara year-on-
year, perekonomian tumbuh sebesar 5,01 persen dibandingkan 
pada triwulan 1 tahun 2021. Namun, apabila dilihat dari quartal-to-
quartal, laju pertumbuhan ekonomi terkontraksi 0,96 persen (bps.
go.id, 09/05/2022). 

Secara perbandingan dari tahun ke tahun, angka laju pertumbuhan 
ekonomi bernilai sama dengan laju pertumbuhan penduduk saat 
sebelum adanya pandemi, yaitu tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi 
pada triwulan 1 tahun 2019 sebesar 5,06 persen sebelum kemudian 
merosot pada triwulan 1 tahun 2020 yang sebesar 2,97 persen. 

Pantauan data yang disediakan oleh BPS menunjukkan adanya 
peningkatan aktivitas produksi, konsumsi, serta investasi pada 
triwulan 1 tahun 2022 (year-on-year). Dari segi produksi, industri 
pengolahan memakai kapasitas produksinya sebesar 72,45 persen. 
Konsumsi listrik untuk segmen industri juga tumbuh sebesar 15,44 
persen.

Seiring dengan perubahan mobilitas yang meningkat, penjualan mobil 
penumpang mengalami peningkatan sebesar 45,95 persen. Jumlah 
penumpang angkutan udara juga mengalami pertumbuhan sebesar 
58,13 persen. Begitu pula pada jumlah wisatawan mancanegara 
yang datang melalui pintu utama mengalami peningkatan sebesar 
228,24 persen jika dibandingkan triwulan 1 tahun 2021.

Seiring dengan pelonggaran yang diberlakukan, peningkatan laju 
pertumbuhan terus terjadi apabila dinilai dari tahun sebelumnya. 
Hal ini sejalan dengan artikel yang ditulis Brad Polumbo pada artikel 
Foundation of Economic Education (FEE) pada tahun 2022 yang 
menunjukkan bahwa lockdown tidak berdampak pada penambahan 
kasus COVID-19 dan malah melumpuhkan perekonomian. 

Rekomendasi

Meningkatnya jumlah masyarakat yang akan melakukan mudik 
tentunya berdampak kepada seluruh sektor pertumbuhan ekonomi 
terutama dari sisi lapangan usaha. Jumlah barang dan jasa mengalami 
peningkatan, begitu pula permintaan akan uang untuk bertransaksi 
baik secara tunai maupun non tunai. Ada bayang-bayang inflasi jika 
jumlah uang yang beredar mengalami peningkatan. 
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BI bersama Lembaga Keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) perlu meningkatkan pengawasan untuk menekan laju inflasi. 
Penting untuk dilakukan karena bukan hanya masyarakat yang 
mengalami perbaikan daya beli, tetapi juga karena masih adanya 
pengaruh dari kondisi ketidakpastian global seperti konflik Rusia-
Ukraina. 

Kemudian, Kementerian Dalam Negeri juga perlu menyelaraskan 
aturan PPKM dengan pemerintah daerah. Pengambilan keputusan 
dalam penetapan level PPKM juga perlu bijak dan mengutamakan 
kepentingan masyarakat terutama pemenuhan hak untuk kebebasan 
ekonominya, serta pertimbangan keamanan dan kesehatan.

 - Nuri Resti Chayyani -

Momentum lebaran 
tahun 2022 didukung 
oleh pemerintah pusat 
dan dimanfaatkan 
oleh masyarakat untuk 
melakukan mudik. Hal 
tersebut meningkatkan 
peredaran transaksi 
uang baik tunai 
maupun non tunai 
dan memunculkan 
kemungkinan inflasi. 
Perlu ada pengawasan 
untuk mengatasi 
inflasi.
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Upaya Mewujudkan Inklusivitas Keuangan 
di Indonesia

Pada bulan Agustus tahun 2021 lalu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani 
Indrawati, membuat target untuk peningkatan inklusi keuangan 
Indonesia menjadi 90 persen pada tahun 2024. Berdasarkan data 
yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), saat ini indeks 
inklusi keuangan yang dimiliki Indonesia mencapai 76,19 persen 
dengan tingkat literasi keuangan sebesar 38,03 persen (Kemenkeu, 
2021).

Inklusi keuangan merupakan kondisi tersedianya akses keuangan 
terhadap layanan jasa keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Tanda suatu negara memiliki keuangan yang inklusif 
adalah masyarakat dan para pelaku usaha memiliki kemampuan untuk 
mengakses produk dan layanan seperti bertransaksi, membayar, 
menabung, berutang, dan berasuransi. Hal tersebut bertujuan 
untuk memudahkan masyarakat dalam menata keuangannya 
sehari-hari mulai jangka pendek hingga jangka panjang. 

Menurut Bank Indonesia (BI), istilah inklusi keuangan merupakan 
tren pasca krisis pada tahun 2008, terutama didasari oleh dampak 
adanya krisis yang dirasakan kelompok pendapatan rendah dan 
tidak teratur, masyarakat di daerah terpencil, orang cacat, buruh 
yang tidak memiliki identitas legal, serta masyarakat pinggiran, 
yang umumnya tidak memiliki rekening di bank (unbanked). Jumlah 
kelompok tersebut tercatat sangat tinggi di luar negara maju. 

Penyebab masyarakat yang unbanked baik dari sisi supply maupun 
demand, yaitu karena adanya price barrier, keterbatasan informasi, 
ketidakcocokan produk dan sarana yang tidak sesuai. Kondisi 
keuangan yang inklusif adalah upaya untuk menyelesaikan penyebab 
tersebut dengan berbagai manfaat yang diterima oleh masyarakat, 
pemerintah, dan swasta. 
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Keuntungan Inklusivitas Keuangan

Inklusi keuangan dapat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 
ekonomi di Indonesia. Penelitian dari Bestari (2020) menunjukkan 
bahwa beberapa dimensi pada inklusi keuangan mampu mendorong 
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Variabel yang digunakan Bestari 
(2020) mencakup gross domestic bruto (GDP), ketersediaan kantor 
cabang bank, credit deposit ratio, kartu kredit, dan kartu debit. 

Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwar dan Amri 
(2017) yang bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh inklusi 
keuangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia 
dengan data sekunder tahun 2004 hingga 2015 yang bersumber 
dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa variabel inklusi keuangan seperti jumlah kantor bank, jumlah 
Automatic Teller Machine (ATM), dan jumlah rekening kredit 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDB. Perbankan 
dan pemerintah diharapkan dapat bekerja sama dengan baik, serta 
berperan dalam menciptakan sektor keuangan yang lebih inklusif 
agar dapat mendorong meningkatkan PDB.

Inklusivitas keuangan tentunya dapat mengurangi kemiskinan dan 
membuka akses jasa penyedia keuangan kepada semua masyarakat. 
Hal ini tertuang dalam penelitian Rukanda (2021) pada kondisi 33 
provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan rasio jumlah 
kantor perbankan per 100 ribu penduduk dewasa, rasio jumlah kredit 
per Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta rasio jumlah  
Dana Pihak Ketiga (DPK) per PDRB untuk menggambarkan inklusi 
keuangan dari sisi akses dan penggunaan layanan keuangan. Data 
yang digunakan merupakan data panel dari BPS pada 33 provinsi 
tahunan periode tahun 2011 hingga 2019, yang diolah dengan 
regresi panel data statis. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 
bahwa inklusi keuangan dengan meningkatkan penggunaan produk 
perbankan seperti tabungan, giro dan deposito dapat menurunkan 
kemiskinan di Indonesia.

Manfaat adanya inklusivitas keuangan terhadap pertumbuhan 
ekonomi tentunya harus berbanding lurus dengan kondisi literasi 
keuangan suatu wilayah. Angka indeks literasi keuangan masyarakat 
Indonesia tahun 2019 sebesar 38,03 persen menunjukkan bahwa 
dari setiap 100 orang penduduk terdapat sekitar 38 orang yang well 
literate.
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Upaya-Upaya Menuju Keuangan yang Inklusif

Untuk mewujudkan manfaat inklusi keuangan secara menyeluruh, 
OJK membuat Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 
(SNLKI) 2019-2025. Tujuannya adalah untuk mewujudkan 
masyarakat Indonesia yang memiliki indeks literasi keuangan 
yang tinggi, sehingga dapat memanfaatkan produk dan layanan 
jasa keuangan yang sesuai untuk kesejahteraan keuangan yang 
berkelanjutan. 

Program strategis yang dicanangkan OJK adalah pembentukan 
perilaku cakap keuangan, perilaku keuangan bijak, dan akses 
keuangan. Ketiga program strategis yang menjadi dasar dari SNLKI 
ini disusun atas beberapa hal. Pertama, konsep dasar literasi 
keuangan bukan hanya didasarkan pada tiga aspek literasi keuangan 
yaitu pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, melainkan meliputi 
pula aspek sikap dan perilaku. Kedua, dalam kenyataannya, literasi 
keuangan sangat berkaitan erat dengan inklusi keuangan sehingga 
perlu adanya keselarasan dan kesinambungan antara kegiatan literasi 
keuangan dan inklusi keuangan. Ketiga, pencapaian strategi literasi 
dan inklusi keuangan lebih efisien dilakukan secara bersama-sama 
sehingga tujuan pencapaian literasi keuangan untuk memperluas 
akses masyarakat ke sektor jasa keuangan dapat dilakukan dengan 
lebih optimal.

Upaya strategi yang disusun tersebut tentunya memiliki banyak 
kendala yang dihadapi. Jumlah masyarakat unbanked population 
atau excuded population masih tinggi. Perkiraanya mencapai 80 juta 
orang dan hal tersebut membuat masih banyak penduduk Indonesia 
dalam kondisi miskin. 

Selain itu, pemusatan kekayaan masih berada pada kelompok 
masyarakat tertentu. Hal tersebut yang membuat kesenjangan 
antar penduduk dan antar daerah masih tinggi. Kondisi geografis 
Indonesia yang sangat beragam juga menunjukkan pengaruh pada 
perbedaan indeks literasi keuangan.

Rekomendasi

Berdasarkan paparan upaya mewujudkan keuangan yang inklusif, 
beberapa rekomendasi kebijakan perlu dilakukan pemerintah. 
Pertama, lembaga keuangan seperti BI, OJK, Lembaga Penjamin 
Simpanan, perbankan, koperasi, serta Kementerian Keuangan perlu 
menjaga kekompakan untuk menggencarkan literasi keuangan di 
Indonesia. Hal ini penting karena penopang utama keuangan yang 
inklusif adalah indeks literasi keuangan yang tinggi. 
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Kedua, infrastruktur moneter juga harus terintegrasi dengan 
baik. Hal ini merupakan tugas dari OJK untuk mengawasi setiap 
layanan keuangan agar tidak terjadi kerugian yang disebabkan oleh 
rendahnya literasi keuangan.

Ketiga, tingginya unbanked population perlu ditekan dengan 
pendataan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. 
Hal tersebut juga agar masyarakat yang kurang mampu secara 
finansial segera terdata sehingga dapat memperoleh bantuan 
sosial dari pemerintah. Masyarakat memiliki hak untuk mengakses 
permodalan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

 - Nuri Resti Chayyani -

Keuangan yang inklusif 
penting diupayakan 
untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi 
dan mengurangi 
kemiskinan. Nafas 
utama untuk keuangan 
yang inklusif 
adalah tingginya 
literasi keuangan 
dan terciptanya 
infrastruktur keuangan 
yang baik.
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Ancaman Peretasan terhadap Masyarakat

   

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) 
mendapatkan ancaman hingga serangan siber sebelum melakukan 
aksi demonstrasi pada hari Senin (11/4/2022). Aksi demonstrasi 
tersebut direncanakan digelar untuk melakukan penolakan 
perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Namun 
menjelang aksi, sejumlah presiden mahasiswa dan koordinator aksi 
mengalami peretasan gawai dan sosial media. Contohnya, peretasan 
akun instagram milik Koordinator Pusat BEM SI, Kaharuddin 
(republika.co.id, 9/4/2022). Peristiwa serupa tidak hanya dialami 
oleh kelompok mahasiswa yang akan melakukan demonstrasi 
untuk memprotes beberapa kebijakan juga dialami oleh kelompok 
akademisi hingga masyarakat pedesaan.

Contohnya adalah intimidasi yang dialami oleh warga Desa Wadas 
yang menolak rencana penambangan batu andesit di wilayah 
mereka pada pertengahan bulan Februari 2022 yang tak hanya 
terjadi di ruang fisik, namun juga merambah hingga ke ruang digital. 
Penangguhan akun Twitter @Wadas_Melawan hingga peretasan 
akun WhatsApp Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 
Yogyakarta, Yogi Zul Fadli merupakan beberapa bentuk serangan 
siber yang menyasar para aktivis yang terlibat pada aksi penolakan 
tersebut. Artinya, kasus peretasan ketika terdapat sebuah aksi 
demonstrasi dapat menyasar semua kelompok tanpa pandang bulu.

Jika ditarik lebih jauh, pertama kalinya muncul kasus peretasan 
yang masif terjadi pada tahun 2019 ketika beberapa kelompok 
akademisi melakukan aksi penolakan pelemahan terhadap Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui pemilihan calon komisioner 
KPK yang prosesnya dianggap bermasalah hingga upaya untuk 
melakukan revisi terhadap undang-undang lembaga anti rasuah 
tersebut. Terdapat beberapa orang yang mengalami peretasan 
terhadap gawainya hingga beberapa bentuk serangan siber lainnya 
seperti robo call dan phising.

Hukum



Update Indonesia — Volume XVI, No.5 – Mei 2022 19

Serangan siber seperti peretasan tentu menjadi salah satu ancaman 
serius bagi kebebasan berekspresi di ruang digital. Menilik data 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), terdapat 
sembilan kasus serangan siber yang ditangani pada 2020, kemudian 
meningkat menjadi dua belas kasus pada 2021. Bentuk serangan siber 
yang paling sering digunakan yaitu peretasan, robo-call, spam-call, 
dan doxing (komnasham.go.id, 17/1/2022). Meningkatnya angka 
kasus peretasan terhadap kelompok masyarakat yang menyalurkan 
haknya untuk menyampaikan pendapat melalui demonstrasi 
merupakan salah satu ancaman bagi demokrasi dan merupakan 
bukti otentik kegagalan beberapa produk hukum dalam memberikan 
perlindungan di dunia digital.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (UU ITE) sebenarnya memuat beberapa 
ketentuan yang memberikan ancaman terhadap setiap orang yang 
melakukan pelbagai serangan siber termasuk peretasan. Terkait 
dengan robo-call atau spam-call yang dilakukan dengan niat menakut-
nakuti seseorang dapat dikenakan ketentuan pada Pasal 29 UU ITE 
yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa 
hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan 
secara pribadi,” dengan ancaman pidana penjara paling lama dua 
belas tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 
(dua miliar rupiah). Selain serangan siber seperti yang dijelaskan 
tersebut, UU ITE juga mengatur terkait larangan bagi setiap orang 
untuk melakukan peretasan.

Pasal 30 UU ITE menegaskan beberapa bentuk pelarangan, yaitu:

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain 
dengan cara apa pun.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa 
pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa 
pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem 
pengamanan.
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Meskipun hanya diatur dalam dua pasal, tindak pidana peretasan 
terhadap perangkat maupun sistem elektronik milik orang lain 
diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan/
atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta 
rupiah). Ketentuan a quo merupakan salah satu pengaturan hukum 
yang bernilai positif dalam UU ITE. Negara menyadari bahwa 
perkembangan teknologi berjalan seiring dengan munculnya 
pelbagai tindak pidana baru yang dapat mengancam hak-hak 
masyarakat untuk mendapatkan perasaan aman dan terhindar dari 
potensi untuk menjadi korban kejahatan.

Kepolisian sebenarnya juga memiliki kemampuan dan sumber daya 
yang mumpuni untuk mampu mengungkap hingga menangkap 
pelaku peretasan. Contohnya adalah ketika Badan Reserse Kriminal 
Kepolisian Republik (Bareskrim Polri) menetapkan dua orang remaja 
sebagai pelaku peretasan situs Sekretariat Kabinet (Sekab) pada 
pertengahan tahun 2021. Kepolisian menggunakan Pasal 30 UU ITE 
sebagai dalil untuk menjerat kedua orang pelaku peretasan tersebut 
(kompas.com, 9/8/2021). Artinya, bukan menjadi suatu perkara 
yang mustahil bagi penegak hukum untuk dapat menyeret pelaku 
peretasan ke depan pengadilan untuk diadili.

Hal yang patut untuk disayangkan adalah tidak pernah tersentuhnya 
para pelaku peretasan ketika pelakunya merupakan kelompok 
masyarakat yang melakukan demonstrasi untuk memprotes 
beberapa kebijakan tertentu. Contoh kasus yang tidak pernah 
terungkap hingga saat ini adalah peretasan yang dialami oleh 
beberapa orang mantan pegawai KPK, peneliti Indonesia Corruption 
Watch (ICW), dan Ravio Patra. Parahnya, Ravio Patra malah 
ditangkap dengan tuduhan telah melakukan penghasutan untuk 
melakukan tindak kekerasan dan menyebarkan kebencian melalui 
aplikasi berbagi pesan, WhatsApp. 

Pada kasus tersebut, Ravio ditangkap dengan alasan telah 
melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 310-311 KUHP. 
Padahal, pesan-pesan provokatif tersebut dikirimkan setelah gawai 
miliknya mengalami peretasan (The Indonesian Institute, 2021). 
Untuk mengungkap kasus tersebut, pihak Kepolisian hanya perlu 
mengungkap siapa sebenarnya yang menjadi pelaku peretasan 
terhadap Ravio, sayangnya hal tersebut tidak pernah selesai 
dilakukan.

Perlindungan masyarakat untuk dapat bebas berekspresi dan 
menyampaikan pendapat merupakan hak dasar yang telah dilindungi 
oleh konstitusi. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal untuk dapat 
memenuhi hak tersebut agar tidak ada lagi kasus peretasan yang 
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menyasar demonstran di Indonesia. Pertama, Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) bersama dengan Pemerintah selaku pembentuk 
undang-undang harus menguraikan secara tegas terkait dengan 
larangan untuk melakukan peretasan dalam UU ITE.

Undang-undang a quo hanya menyediakan satu pasal terkait 
peretasan, seharusnya UU ITE memperjelas ketentuannya dengan 
menyediakan hukum acara khusus yang diatur dalam pasal tertentu. 
Seperti langkah yang harus ditempuh oleh Kepolisian selaku penegak 
hukum ketika terjadi penyalahgunaan gawai setelah diretas seperti 
yang dialami oleh Ravio Patra.

Kedua, Kepolisian selaku penegak hukum harus mampu untuk 
menyelesaikan kasus peretasan yang dialami oleh masyarakat. 
Divisi Kejahatan Siber Polri harus memberikan pemahaman terkait 
dengan tindak pidana baru yang terjadi di ruang digital bagi setiap 
personelnya hingga pada satuan terkecil di Kepolisian Sektor 
(Polsek). Hal tersebut dibutuhkan agar sumber daya manusia yang 
berada ditubuh Polri memiliki pemahaman yang sama untuk dapat 
menyelesaikan kasus terkait dengan peretasan dan langkah yang 
harus ditempuh untuk dapat menyelesaikannya.

 - Hemi Lavour Febrinandez -
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Kelindan Masalah Etik Pimpinan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi 
perbincangan di tengah masyarakat, namun pembicaraan yang 
muncul tidak terkait dengan meningkatnya operasi tangkap tangan 
maupun efektivitas upaya pencegahan yang dilakukan oleh lembaga 
anti rusuah tersebut. Kali ini publik menyoroti pelanggaran etik 
yang kembali dilakukan oleh salah seorang pimpinan KPK, yaitu Lili 
Pintauli. Terdapat dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Lili Pintauli 
dan laporan atas persangkaan tersebut telah diterima Dewan 
Pengawas (Dewas) KPK pada pertengahan bulan April tahun 2022.

Lili Pintauli dilaporkan kepada Dewas KPK terkait dugaan 
pelanggaran kode etik berupa penerimaan fasilitas untuk menonton 
MotoGP Mandalika yang digelar pada bulan Maret 2022. Lili diduga 
menerima gratifikasi berupa akomodasi hotel hingga tiket menonton 
MotoGP Mandalika dari salah satu Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) (kompas.com, 14/4/2022). Hingga saat ini, Dewas masih 
mempelajari pengaduan tersebut dan masih belum ada putusan atas 
permasalahan. Dugaan pelanggaraan etik yang dilakukan oleh Lili 
Pintauli benar-benar harus ditangani secara serius, bukan hanya 
karena ini merupakan kasus gratifikasi yang seharusnya menjadi 
tugas KPK untuk memberantasnya, namun juga harus diingat bahwa 
sebelumnya Lili juga pernah terbukti melakukan pelanggaran etik.

Pada 30 Agustus 2021, Dewas KPK mengumumkan bahwa Lili 
terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar etik. Ia disanksi karena 
dua alasan, yakni penyalahgunaan pengaruh untuk kepentingan 
pribadi dan berhubungan dengan seseorang yang berperkara dan 
sedang diproses oleh KPK. Saat itu, Lili dinyatakan melanggar Pasal 
4 ayat 2 huruf b dan a Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 
tahun 2020 tentang Penegakan Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Ia 
dihukum pemotongan gaji sebesar 40 persen selama 12 bulan (tirto.
id, 14/4/2021).

Putusan tersebut sebenarnya memperlihatkan bahwa Dewas KPK 
tidak tegas dalam melakukan upaya penegakan etik di lingkungan 
lembaga itu.
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Melalui bukti pelanggaran etik tersebut, seharusnya Dewas KPK 
memberikan rekomendasi untuk melakukan penyidikan atas dugaan 
pelanggaran Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Pasal a quo 
melarang Pimpinan KPK untuk mengadakan hubungan langsung 
atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada 
hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK 
dengan alasan apa pun. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran 
tersebut adalah pidana lima tahun penjara sesuai dengan ketentuan 
Pasal 65 UU KPK.

Lili Pintauli bukan satu-satunya pimpinan KPK yang pernah diputus 
oleh Dewas melakukan pelanggaran etik. Pada tahun 2020, Ketua 
KPK, Firli Bahuri dinyatakan bersalah melanggar kode etik karena 
menyewa helikopter saat berpergian dengan istri dan dua anaknya 
untuk perjalanan pribadi dari Palembang ke Baturaja dan sebaliknya 
pada 20 Juni 2020 dan dari Palembang ke Jakarta pada 21 Juni 2020 
(hukumonline.com, 24/9/2020). Pelanggaran etik yang dilakukan 
oleh kedua orang Pimpinan KPK ini tidak hanya mencoreng nama 
mereka secara pribadi, namun juga turut serta memperkeruh wajah 
KPK di mata masyarakat.

Kembali Menata KPK

Survei Indikator terkait dengan tingkat kepercayaan terhadap 
institusi negara menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap 
KPK cenderung menurun. Pada hasil survei yang dirilis pada bulan 
Januari 2022, KPK menempati posisi keempat sebagai lembaga 
yang dipercaya oleh publik dengan persentase 71,7%. Hasil ini 
terlihat timpang jika kita bandingkan dengan hasil survei pada bulan 
September 2018 dengan persentase 84,8% dan pada bulan Februari 
2019 dengan persentase 80,5% (katadata.co.id, 6/4/2022). Revisi 
terhadap UU KPK pada tahun 2019 yang menuai protes dan 
penolakan masyarakat menjadi salah satu faktor makin menurunnya 
kepercayaan publik kepada KPK.

Munculnya Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang mendepak 
beberapa orang pegawai KPK dan rentetan pelanggaran kode etik 
yang dilakukan oleh pimpinan lembaga tersebut patut diduga menjadi 
faktor pendukung penurunan kepercayaan masyarakat kepada 
KPK. Lembaga yang dibangun atas semangat untuk melakukan 
pemberantasan korupsi dan integritas para pegawainya malah 
tercemar oleh tindakan memalukan yang dilakukan oleh beberapa 
orang pimpinannya.
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Sukar untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi ketika para 
pimpinan yang menjadi salah satu tiang utama penyangga KPK 
terbukti melakukan tindakan-tindakan nir-integritas. Hal ini tidak 
dapat disepelekan, karena satu saja tiang penyangga tersebut 
runtuh, maka dapat meruntuhkan keseluruhan lembaga KPK. 
Oleh karena itu, ada beberapa langkah taktis untuk menyelesaikan 
kelindan kusut yang muncul akibat pelanggaran etik di dalam tubuh 
KPK.

Pertama, pelibatan masyarakat dalam proses pengujian dan 
pemilihan Pimpinan KPK. Pasal 30 ayat (6) UU KPK memang 
memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan 
tanggapan terkait nama-nama calon Pimpinan KPK. Namun, tidak 
terdapat transparansi sejauh apa masukkan yang diberikan tersebut 
digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bahan 
pertimbangan dalam proses pemilihan Pimpinan KPK.

Agar dapat memaksimalkan pelibatan masyarakat dalam proses 
pemilihan calon pimpinan KPK, maka DPR secara terbuka 
menyampaikan pertimbangan berdasarkan daftar masukan yang 
diberikan oleh masyarakat. Melalui hal tersebut, maka terpilihnya 
pimpinan KPK yang memiliki masalah di masa lalu maupun yang 
berpotensi melakukan pelanggaran etik maupun pidana dapat 
dicegah.

Kedua, meningkatkan peran Dewas KPK dalam menangani dugaan 
pelanggaran etik. Tidak hanya dalam menerima laporan masyarakat, 
namun Dewas KPK juga harus menunjukkan komitmennya dalam 
menjaga integritas kelembagaannya dengan memberikan sanksi 
yang proporsional. Ketika terdapat dugaan pelanggaran etik dan 
ternyata terdapat unsur pidana, maka harus ada rekomendasi 
Dewas KPK untuk dapat melakukan upaya penegakan hukum atas 
persoalan tersebut.

- Hemi Lavour Febrinandez -
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Beberapa waktu belakangan ini, kelangkaan minyak goreng serta 
harga minyak goreng yang tinggi cukup menarik perhatian publik. 
Bahkan, pada bulan April 2022 lalu, ratusan mahasiswa yang 
tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia 
(BEM SI) berdemonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menyerukan untuk 
menurunkan harga minyak goring, serta menindaklanjuti adanya 
dugaan mafia minyak goreng. 

Permasalahan kelangkaan dan harga minyak goreng yang mahal 
membuat sejumlah elit politik ikut berkomentar. Salah satunya 
adalah Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan (PDIP). Pada 18 Maret 2022, Ketua Umum 
PDIP tersebut mengaku heran jika ibu-ibu rela mengantri untuk 
membeli minyak goreng. Megawati pun mempertanyakan apakah 
ibu-ibu setiap hari hanya menggoreng saja hingga minyak goreng 
jadi rebutan. Padahal, menurut Megawati, masih banyak cara lain 
selain menggoreng makanan, seperti direbus, dibakar, ataupun 
dikukus (Suara.com, 21/04/2022). 

Sebulan kemudian, Megawati kembali berkomentar bahwa dirinya 
merasa heran melihat fenomena ibu-ibu beramai-ramai belanja 
baju lebaran. Padahal, sebelum situasi tersebut terjadi, ibu-ibu rela 
mengantri demi mendapatkan minyak goreng, terutama dengan 
harga murah. Dua fenomena bertolak belakang itu menurutnya 
perlu diriset (Suara.com, 21/04/2022). 

Narasi yang Bertolak Belakang 

Ada hal menarik yang dapat ditilik dari pernyataan Megawati 
tersebut karena selama ini, PDIP selalu terkenal dengan jargonnya 
yaitu “partainya wong cilik”. Namun, pernyataan Megawati terkait 
ibu-ibu yang mengantri minyak goreng murah justru bertolak 
belakang dengan citra yang selama ini dibentuk oleh PDIP. Selain 
itu, pernyataan Megawati sebagai seorang tokoh dan pemimpin 

Mendorong PDIP Mengedepankan Narasi Politik Perempuan    
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perempuan juga dianggap tidak memahami apa yang dirasakan oleh 
perempuan, dalam konteks ini ibu-ibu. Oleh karena itu, jika tidak 
segera ditangani, hal ini akan membuat publik mempertanyakan 
citra PDIP yang pro terhadap “wong cilik” dan juga perempuan. 
Lebih lanjut, hal ini juga disinyalir dapat menjadi penghambat Puan 
Maharani yang digadang-gadang akan dimajukan oleh PDIP. 

Terdapat dua hal yang perlu untuk dilakukan PDIP dan Puan 
Maharani untuk mengatasi permasalahan tersebut dan persiapan 
menuju Pemilu 2024 mendatang. Pertama, sebagai Ketua DPR RI, 
Puan Maharani dapat mendorong pengesahan undang-undang yang 
lekat dengan kepentingan perempuan. Dalam Update Indonesia 
Volume XVI, No.4 edisi bulan April 2022, dengan judul “Terpilihnya 
Yoon Suk-Yeol yang Anti-Feminis sebagai Presiden Korea Selatan”, 
dijelaskan bahwa terdapat sejumlah undang-undang terkait 
perlindungan terhadap perempuan yang perlu untuk didorong. 

Pertama, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah 
Tangga (RUU PPRT). Sebenarnya, RUU ini telah ada sejak tahun 
2004. Namun, sampai saat ini RUU PPRT belum juga disahkan. 
Padahal, berdasarkan data dari Jaringan Nasional Advokasi Pekerja 
Rumah Tangga (JALA PRT) dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 
2019, tercatat setidaknya terdapat 2.148 kasus yang dialami oleh 
pekerja rumah tangga dengan beragam bentuk, seperti kekerasan 
fisik, psikis, dan kekerasan ekonomi. Tak jarang, pekerja rumah 
tangga mengalami kekerasan berlapis yang berujung pada kematian. 
Kasus kekerasan hanyalah satu dari berbagai permasalahan yang 
dialami oleh pekerja. Masih banyak permasalahan lainnya, seperti 
upah yang tidak dibayarkan, dan waktu kerja yang tidak manusiawi, 
serta beban kerja yang sangat berat (Komnas Perempuan, 2021). 

Kedua, RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. RUU ini lahir 
berdasarkan fakta masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan 
Angka Kematian Bayi (AKB), sehingga membutuhkan peran aktif 
pemerintah dalam menurunkan angka tersebut melalui undang-
undang. Selain itu, RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak penting untuk 
segera disahkan mengingat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 
tentang Kesejahteraan Anak dinilai sudah usang dan perlu adanya 
pembaharuan. 

Ketiga, RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender. Pada tahun 2000, 
Presiden Abdurahman Wahid telah mengeluarkan Instruksi 
Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender 
dalam Pembangunan (Inpres PUG). Namun, prinsip ini dirasa 
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masih belum optimal. Selain itu, beberapa peraturan yang dibuat 
juga belum sepenuhnya memperhatikan perspektif gender. Untuk 
itu, maka penting membuat payung hukum yang lebih tinggi, 
yaitu melalui pengesahan undang-undang tentang Kesetaraan dan 
Keadilan Gender. 

Tidak hanya mendorong pengesahan undang-undang, sebagai 
Ketua DPR RI dan partai dengan jumlah anggota DPR RI terbanyak, 
Puan Maharani dan PDIP dapat mendorong sejumlah undang-
undang yang perlu untuk direvisi karena merugikan bagi perempuan. 
Pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Terdapat beberapa 
pasal di dalam UU ITE yang dianggap merugikan bagi perempuan. 
Sebagai contoh, catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2021 
menunjukkan lonjakan tajam angka pelaporan kasus kekerasan 
berbasis gender terhadap perempuan di dunia maya. Kasus terbanyak 
yang dilaporkan adalah ancaman dan tindakan penyebaran foto 
atau video bermuatan seksual, yang mengakibatkan korban 
dipermalukan bahkan berisiko berhadapan dengan hukum sebagai 
tersangka pelanggar aturan dalam UU ITE dan UU Pornografi.

Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Walaupun Undang-Undang Perkawinan telah direvisi menjadi 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, 
namun Pasal 31 ayat 3 yang berbunyi “Suami adalah kepala keluarga 
dan istri ibu rumah tangga” tidak direvisi, sehingga undang- 
undang yang berlaku masih Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan. Padahal, Berdasarkan data Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tahun 
2020, dijelaskan bahwa terdapat 15,46 persen perempuan menjadi 
kepala keluarga (KPPPA, 2021). 

Setelah berhasil menunjukkan sebagai partai dan calon presiden 
yang dapat membawa aspirasi perempuan, Puan Maharani bersama 
dengan PDIP dapat mendorong kembali jargon politik “perempuan 
pilih perempuan”. Meskipun dalam pengalaman sebelumnya, jargon 
ini belum terbukti menjadi strategi yang jitu untuk meningkatkan 
representasi politik perempuan dalam politik. Jargon ini berangkat 
dari narasi yang dibangun dari pemahaman bahwa hanya perempuan 
yang dapat membawa kepentingan perempuan. Seperti apa yang 
dikatakan oleh Philip (1995) bahwa political of idea muncul karena 
adanya political of precense. 

Politik



Update Indonesia — Volume XVI, No.5 – Mei 2022 28

Dengan mendorong pengesahan undang-undang terkait perempuan 
dan juga mendukung revisi undang-undang yang dirasa merugikan 
bagi perempuan, serta mendorong kembali narasi “perempuan 
pilih perempuan”, Puan Maharani bersama dengan PDIP dapat 
mengambil hati pemilih perempuan yang pada Pemilu 2019 lalu 
berjumlah 96.557.044 pemilih. Hal ini menjadi penting mengingat 
PDIP menjadi satu-satunya partai di DPR RI yang ketua umumnya 
adalah perempuan. Selain itu, hal ini juga dapat menjadi kekuatan 
bagi Puan Maharani karena hanya dirinyalah calon presiden 
perempuan yang paling serius dan memungkinkan untuk maju di 
pemilihan presiden tahun 2024. 

 - Ahmad Hidayah   -
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Menjaga Momentum Partai Buruh

               

Pada tanggal 1 Mei setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Buruh 
Sedunia atau yang sering dikenal dengan istilah May Day. Jika ditinjau 
dari sejarahnya, pada tahun 1889, sebuah federasi internasional 
kelompok sosialis dan serikat pekerja menjadikan tanggal 1 Mei 
sebagai hari untuk mendukung pekerja. Hal ini melihat banyaknya 
gerakan buruh terjadi pada abad ke-19 yang menuntut hak-hak 
pekerja di Amerika Serikat (Detik.com, 01/05/2022). Di Indonesia, 
guna menghormati kerja para buruh, pemerintah menjadikan Hari 
Buruh sebagai hari libur nasional. Oleh karena itu, setiap tanggal 1 
Mei di Indonesia pun dijakdikan momen bagi kelompok buruh untuk 
menyuarakan aspirasi kelompok buruh. 

Di tahun 2022 ini, Partai Buruh bersama dengan Gerakan Buruh 
Indonesia menyerukan 16 tuntutan, diantaranya adalah menolak 
omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja; menurunkan harga 
bahan pokok, bahan bakar minyak (BBM), dan gas; mengesahkan 
Rancangan Undang-Undang Perlindingan Pekerja Rumah Tangga 
(RUU PPRT); menolak upah murah; menghapus outsourcing; 
menolak kenaikan pajak PPn; mengesahkan Rancangan Peraturan 
Pemerintah (RPP) Perlindungan ABK dan Buruh Migran; menolak 
pengurangan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan 
Kesehatan; mewajibkan kedaulatan pangan dan reforma agraria; 
menghentikan diskriminasi terhadap petani; biaya pendidikan murah 
dan wajib belajar 15 tahun gratis; mengangkat guru dan tenaga 
honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS); memberdayakan 
sektor informal; melaksanakan Pemilu tepat waktu 14 Februari 
2024 secara jurdil dan tanpa politik uang; meredistribusi kekayaan 
yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan 
makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih); 
dan mencegah orang kelaparan di negeri yang kaya (Kontan.co.id, 
06/05/2022). 
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Kehadiran Partai Buruh 

Tuntutan kelompok buruh melalui sejumlah aksi ternyata tidak 
selamanya terakomodir oleh negara. Untuk itu, terjadi transformasi 
serikat buruh menjadi partai buruh di sejumlah negara. Misalnya 
partai Buruh di Inggris Raya yang saat itu bernama Independent 
Labour Party yang lahir pada tahun 1893 karena kaum liberal 
dianggap enggan memperjuangkan kandidat dari kelas menengah 
pekerja yang kala itu semakin bertambah jumlahnya dan menjadi 
suara mayoritas. Pada saat itu, Independent Labour Party terafiliasi 
dengan beberapa kelompok buruh (Tirto.id, 27/02/2021). Sampai 
saat ini, Partai Buruh di Inggris Raya masih tetap eksis. Di pemilu 
terakhir Inggris Raya, Partai Buruh Inggris yang dipimpin oleh James 
Corbyn mendapatkan 32,1% suara atau 202 kursi di Parlemen 
Inggris. 

Tidak berbeda jauh dengan di Inggris, kelahiran partai buruh di 
Indonesia juga berdasarkan kesepakatan sejumlah organisasi buruh 
untuk mulai berjuang di parlemen. Said Iqbal, Ketua Umum Partai 
Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia 
(KSPI) mengatakan bahwa kekalahan telak kaum buruh, petani, 
nelayan, guru, aktivis lingkungan hidup, dalam pengesahan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menjadi 
semangat utama untuk membangkitkan kembali partai buruh saat 
ini. Seperti yang diketahui bahwa walaupun mendapatkan protes 
keras dan disertai aksi massa besar-besaran dari sejumlah kalangan, 
DPR RI tetap mengesahkan undang-undang Cipta Kerja (Detik.
com, 19/10/2021). Artinya, kelahiran partai buruh di Indonesia 
memiliki landasan yang kuat dan momentum yang tepat. 

Mendorong Pengesahan Undang-Undang Terkait Buruh 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam 16 tuntutan 
partai buruh, dua diantaranya berkaitan dengan undang-undang, 
yaitu menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja dan 
mendorong pengesahan RUU PPRT. Namun, terdapat sejumlah 
rancangan undang-undang lainnya yang dapat didorong oleh Partai 
Buruh yang berkaitan dengan kepentingan kelompok buruh. 

Pertama, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di dalam RUU ini, 
terdapat beberapa pasal yang menjelaskan terhadap pengangkatan 
menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan mendorong pengesahan 
RUU Tersebut, Partai Buruh dapat membawa isu terkait banyaknya 
tenaga honorer yang sampai saat ini belum diangkat menjadi PNS. 
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Kedua, DPR RI saat ini juga tengah membahas RUU tentang 
Perlindungan Tenaga Kerja Honorer dan Tenaga Kerja Lepas 
(Pramubakti). Oleh karena itu, partai buruh dapat mendorong 
pembahasan dan pengesahan RUU tersebut karena sampai saat ini 
belum ada pembahasan walaupun sudah masuk ke dalam program 
legislasi nasional (Prolegnas).  

Ketiga, mendorong pembahasan dan pengesahan RUU tentang 
Perlindungan dan Bantuan Sosial. Pengesahan RUU ini dirasa 
penting dan lekat dengan kelompok buruh karena dapat memberikan 
payung hukum yang lebih tinggi terkait bantuan sosial. Selain itu, 
Partai Buruh juga dapat mengkaitkan RUU ini dengan salah satu 
tuntutan dari kelompok buruh, yaitu menolak pengurangan peserta 
Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.

Keempat, mendorong pembahasan dan pengesahan RUU tentang 
Buruh Pertanian dan Perkebunan. RUU ini berangkat dari 
pemahaman bahwa Indonesia yang termasuk salah satu negara 
penghasil minyak sawit terbesar di dunia dan menghasilkan devisa 
dari minyak sawit diperkirakan mencapai Rp289 triliun, namun 
prestasi yang diraih sektor industri sawit itu berbanding terbalik 
dengan kondisi buruh yang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Para 
buruh tidak mendapat jaminan sosial serta perusahaan menetapkan 
target secara sepihak yang harus dicapai buruh sawit. Target kerja 
tersebut ditetapkan perusahaan tanpa kajian yang menimbang jenis 
dan beban kerja dengan kemampuan buruh (hukumonline.com, 
22/07/2020). Melihat pentingnya RUU ini bagi buruh pertanian 
dan perkebunan, sudah sewajarnya Partai Buruh mendorong 
pembahasan dan pengesahan RUU tentang Buruh Pertanian dan 
Perkebunan. 

Kelima, RUU tentang Pengawasan Ketenagakerjaan yang 
berfungsi untuk melindungi buruh/tenaga kerja atas kesejahteraan, 
keselamatan kerja, kesehatan kerja, kesusilaan, pemeliharaan moril 
kerja, dan perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia. 

Dengan mendorong pengesahan RUU PPRT yang tidak juga disahkan 
sejak tahun 2004, Partai Buruh setidaknya dapat mengambil hati 
para pekerja rumah tangga yang jumlahnya diperkirakan mencapai 
5 juta pekerja rumah tangga di tahun 2022 (tribunnews.com, 
8/02/2022). Selain itu, melalui dorongan untuk pembahasan dan 
pengesahan RUU tentang Buruh Pertanian dan Perkebunan, 
diharapkan Partai Buruh dapat mengambil hati buruh pertanian dan 
perkebunan diperkirakan mencapai 128,45 juta orang di tahun 2020 
(BPS, 2020). 
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Tidak hanya mendorong pembahasan dan pengesahan undang-
undang yang berkaitan dengan kepentingan buruh, Partai Buruh 
juga dapat menjadikan pengesahaan RUU tersebut sebagai narasi 
kampanye dan janji politik. Dengan begitu, Partai Buruh setidaknya 
tidak harus menunggu setiap tanggal 1 Mei sebagai momentum 
Partai Buruh, namun dapat menjadikan isu-isu seperti RUU PPRT 
dan RUU tentang Buruh Pertanian dan Perkebunan sebagai isu yang 
terus didorong sehingga setiap harinya dapat menjadi momentum 
bagi Partai Buruh.

- Ahmad Hidayah  -

Partai Buruh 
perlu mendorong 
pembahasan dan 
pengesahan rancangan 
undang-undang 
yang berkaitan 
dengan kepentingan 
buruh. Lebih lanjut, 
Partai Buruh juga 
dapat menjadikan 
isu tersebut sebagai 
narasi kampane dan 
janji politik. Dengan 
begitu, Partai Buruh 
setidaknya tidak harus 
menunggu setiap 
tanggal 1 Mei sebagai 
momentum Partai 
Buruh, namun dapat 
menjadikan setiap 
harinya sebagai sebuah 
momentum
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24 Tahun Reformasi dan Janji Penyelesaian Kasus 

Pelanggaran HAM yang Selalu Tertunda

               

Peristiwa kerusuhan bernuansa Suku, Agama. Ras dan Aliran 
(SARA) terjadi pada 13-15 Mei 1998 di Jakarta dan sejumlah 
kota di Indonesia. Kerusuhan ini dipicu oleh tertembaknya empat 
mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998 yang sedang 
melakukan demonstrasi damai menuntut reformasi di Indonesia. 

Berdasarkan laporan dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) 
kasus Kerusuhan Mei 1998, ditemukan perbedaan jumlah korban 
meninggal dunia dan luka-luka yang di dapatkan dari beberapa 
sumber. Misalnya saja, berdasarkan data Tim Relawan untuk 
Kemanusian (TRUK), di DKI Jakarta ditemukan sebanyak 1190 
orang terbakar, 27 orang terkena senjata/dan lainnya, dan 91 luka-
luka. Berdasarkan data Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, 
ditemukan 451 orang meninggal, dan korban luka-luka tidak tercatat 
(Komnas Perempuan, 1999).

Masih dalam Laporan TGPF, berdasarkan data Komando Daerah 
Militer (Kodam) Jaya ditemukan 463 orang meninggal termasuk 
aparat keamanan dan 69 orang luka-luka.  Sementara, berdasarkan 
data Pemerintah Daerah DKI Jakarta, ditemukan 288 orang 
meninggal dunia dan 101 luka-luka. Di kota-kota selain Jakarta, 
temuan angka korban juga bervariasi. Berdasarkan data Polri, 30 
orang meninggal dunia, luka-luka 131 orang, dan 27 orang luka 
bakar. Berdasarkan data Tim Relawan, 33 meninggal dunia, dan 74 
luka-luka.

Selain itu, TGPF juga menemukan adanya kekerasan seksual 
pada kerusuhan Mei 1998. Meskipun korban kekerasan seksual 
tidak semuanya berasal dari etnis Cina, namun sebagian besar 
kasus kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998 lalu diderita 
oleh perempuan dari etnis Cina. Korban kekerasan seksual ini pun 
bersifat lintas kelas sosial. 
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Tim Relawan untuk Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat 
jumlah korban pemerkosaan di Jakarta dan sekitarnya pada periode 
12 Mei - 2 Juni 1998, mencapai 152 orang, 20 orang di antaranya 
meninggal. Rinciannya pemerkosaan 103 orang, pemerkosaan dan 
penganiayaan 26 orang, pemerkosaan dan pembakaran 9 orang, dan 
pelecehan seksual 14 orang. Jumlah ini berbeda dengan catatan Tim 
Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk pemerintah, yakni 
85 orang korban kekerasan seksual, 52 orang di antaranya korban 
pemerkosaan (voaindonesia.com, 15/52022). 

Verifikasi kasus pemerkosaan yang dilakukan TGPF bersumber 
dari fakta dari korban dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebanyak 
15 orang dan fakta dari keluarga, saksi, psikolog, serta pendamping 
sebanyak 37 orang. Komnas Perempuan juga memperkirakan jumlah 
korban pemerkosaan Mei 1998 lebih dari laporan TGPF. Alasannya 
trauma perempuan korban dan keluarga membuat mereka bungkam 
sehingga tidak semua pemerkosaan didokumentasikan TGPF  
(voaindonesia.com, 15/52022). 

Berdasarkan laporan-laporan tersebut, peristiwa kerusuhan Mei 
1998 merupakan peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) 
yang hingga kini kasusnya belum terselesaikan. 

Perkembangan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM 

Penyelesaian kasus kerusuhan 1998 hingga saat ini belum 
menemukan perkembangan berarti. Hal yang sama terjadi untuk 
kasus-kasus pelanggaran HAM berat lainnya yang terjadi di masa 
lalu, seperti Tragedi 1965, penembakan misterius era 1980, Peristiwa 
Talangsari, penghilangan orang secara paksa jelang Reformasi, 
Peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. 

Padahal, seperti yang kita ketahui bersama, telah ada payung 
hukum yang menyatakan penyelesaian kasus HAM berat dapat 
dilakukan melalui jalur pengadilan Ad Hoc, seperti diamanatkan di 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak 
Asasi Manusia. Namun, setelah melewati pergantian beberapa kali 
pemerintahan di era Reformasi, hal ini urung terlaksana. Alasannya, 
berkas penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Nasional (Komnas) 
HAM dikembalikan oleh Kejaksaan Agung karena dianggap tidak 
memenuhi syarat penyidikan.

Pada tahun 2020, lambannya kinerja Kejaksaan Agung disoroti 
oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kala itu, Jokowi meminta 
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Kejaksaan menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang 
belum terselesaikan. Hal ini   kemudian   ditanggapi oleh Jaksa Agung 
dengan membuat Tim Khusus Penuntasan Dugaan Pelanggaran 
HAM berat atau Timsus HAM (liputan6.com, 30/12/2020). 
Namun, hingga tahun 2021, tim tersebut pun tidak membawa 
perubahan bagi penyelesaian kasus pelanggaran HAM. 

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali 
Mukartono, mengatakan tidak ada kasus-kasus yang bisa 
ditindaklanjuti melalui jalur yudisial sebab Komnas HAM tidak 
memenuhi petunjuk yang diberikan dari Kejagung, baik syarat formil 
maupun materil. Bahkan, Koordinator Timsus HAM yang juga 
Direktur Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Kejaksaan Agung, 
Yuspar, mengusulkan kepada pemerintah untuk menyelesaikan 
melalui jalur non-yudisial (mediaindonesia.com, 4/5/2021). Tidak 
adanya perkembangan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran 
HAM terus berlanjut hingga saat ini.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional HAM, 
Amiruddin Al Rahab, mengatakan belum ada perkembangan baru 
penuntasan kasus pelanggaran HAM 1998, termasuk di dalamnya 
kasus pemerkosaan. Menurutnya, berkas hasil penyelidikan 
Komnas HAM telah dikembalikan ke Jaksa Agung pada tahun lalu. 
Sebelumnya berkas kasus dikembalikan Kejaksaan Agung kepada 
Komnas HAM karena dianggap belum lengkap (voaindonesia.com, 
15/52022).

Amiruddin menambahkan lembaganya juga telah bertemu Presiden 
Joko Widodo membahas kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu 
termasuk, Peristiwa 1998 pada Desember 2021. Komnas HAM 
menyampaikan agar Presiden memberi perhatian kepada kasus-
kasus pelanggaran HAM. Ini supaya korban dan keluarga korban 
mendapat keadilan dan kepastian hukum. Amir menyebut, Presiden 
mengatakan akan mengambil langkah baru dalam penanganan kasus 
pelanggaran HAM masa lalu ini. Namun, belum ada perkembangan 
lebih lanjut setelah pertemuan akhir tahun lalu (voaindonesia.com, 
15/52022).

Selanjutnya, selain melalui jalur yudisial atau pengadilan HAM, 
penyelesaian pelanggaran HAM juga dapat dilakukan melalui jalur 
non yudisial atau di luar pengadilan. Penyelesaian pelanggaran 
HAM di luar pengadilan dilakukan dengan rekonsiliasi. 
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Sebelumnya, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 
27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU 
KKR). Namun, sebelum UU ini dijalankan penuh, pada tahun 2006, 
Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkannya dalam sidang, karena 
dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Pembatalan UU KKR 
terekam dalam surat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 
006/PUUIV/2006. Menurut putusan tersebut, pembatalan UU 
KKR dilakukan berdasarkan hasil uji materi terhadap sejumlah pasal 
yang termuat dalam produk legislasi tersebut (indonesia.go.id, 16/ 
12/ 2019).

Uji materi UU KKR dilayangkan pada 28 Maret 2006 oleh delapan 
orang yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan 
korban pelanggaran HAM masa lalu. Mereka adalah Lembaga Studi 
dan Advokasi Masyarakat, Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak 
Kekerasan (KontraS), Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), Imparsial, 
Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 65, Lembaga Perjuangan 
Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru, dan korban penculikan 
aktivis serta korban Peristiwa 65 (indonesia.go.id, 16/ 12/ 2019). 

Dengan dibatalkannya UU KKR tersebut, maka penyelesaian kasus 
pelanggaran HAM dengan jalur non yudisial pun mengalami jalan 
buntu. Walaupun demikian, hingga saat ini Pemerintahan Jokowi 
mencoba menawarkan penyelesaian di luar jalur pengadilan dengan 
mengedepankan rekonsiliasi untuk penyelesaian kasus pelanggaran 
HAM berat.

Rekomendasi

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu belum 
mendapatkan titik terang hingga dua puluh empat tahun reformasi. 
Penyelesaian melalui jalur yudisial tetap berjalan di tempat. Di sisi 
lain, tawaran dengan penyelesaian di luar pengadilan atau non 
yudisial melalui rekonsiliasi dianggap kurang memenuhi aspek 
keadilan bagi para korban. 

Idealnya, rekonsiliasi harus di dahului oleh pengungkapan kebenaran 
dan kepastian hukum dari para pelaku. Mendahulukan proses 
rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran dan kepastian hukum 
sama saja memaksakan para keluarga korban untuk melupakan 
pelanggaran HAM berat yang menimpa keluarga mereka. 

Padahal, rekonsiliasi diharapkan menyembuhkan luka para korban, 
perbaikan ketidakadilan masa lalu dan membangun hubungan non-
kekerasan antara individu dengan negara dimasa depan (IDEA, 
2003). 
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Oleh karena itu, memperhatikan persoalan di atas, terdapat 
beberapa hal yang patut dicatat. Pertama, mendorong Pemerintah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tetap berkomitmen 
menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dengan 
jalur pengadilan, Hal ini sesuai mandat UU  Nomor 26 Tahun 2000 
untuk membentuk Pengadilan HAM ad hoc. Penyelesaian dengan 
jalur pengadilan harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam 
kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Kedua, mendorong Kejaksaan Agung bersama Komnas HAM untuk 
bekerja sama secara profesional menyelesaikan berkas penyidikan 
kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. 

Ketiga, mendorong Kementerian Koordinator Politik Hukum dan 
Keamanan (Kemenko Polhukam) bersama Komnas HAM untuk 
mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran berat masa 
lalu. Hal ini penting karena penyelesaian di luar pengadilan harus 
didahului dengan mengungkap kebenaran terhadap pelanggaran 
HAM berat masa lalu. Pengungkapan kebenaran yang dilakukan 
secara transparan kepada publik. Pemerintah harus mengungkap 
kronologis hingga pelaku yang dianggap bertanggung jawab terkait 
peristiwa pelanggaran HAM tersebut.  

Keempat, mendorong Komnas HAM bersama Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memberikan 
ruang dalam dokumen sejarah perjalanan bangsa agar kasus 
pelanggaran HAM tidak menjadi hal yang tabu dan tertutup. Hal 
ini akan menjadi pembelajaran bagi pemerintahan di masa yang akan 
datang bahwa pernah terjadi kekeliruan negara di masa lalu. 

Kelima, mendorong Komnas HAM untuk memfasilitasi proses 
rekonsiliasi agar korban dapat melewati fase menerima kenyataan 
hingga memaafkan pelaku pelanggar HAM. 

 

 - Arfianto Purbolaksono -

Penyelesaian kasus 
pelanggaran HAM 
berat masa lalu 
belum mendapatkan 
titik terang hingga 
dua puluh empat 
tahun reformasi. 
Penyelesaian melalui 
jalur yudisial tetap 
berjalan di tempat. 
Di sisi lain, tawaran 
dengan penyelesaian di 
luar pengadilan atau 
non yudisial melalui 
rekonsiliasi dianggap 
kurang memenuhi 
aspek keadilan bagi 
para korban.
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Profil Institusi

The Indonesian Institute (TII)    adalah lembaga penelitian 
kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi 
didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan 
intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang 
independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya 
berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, 
perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia 
untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk 
memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan 
memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik 
lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi 
masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung 
tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan 
partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan 
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat 
diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-
hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan 
masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik 
di Indonesia.

TII  juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam 
masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup 
mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses 
demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil 
bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan 
oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. 
Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan 
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misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi 
melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), diskusi 
publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), 
penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa 
Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), 
kajian kebijakan tengah tahun (Policy Assessment), laporan tahunan 
(Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian 
Forum).

Alamat kontak:
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

 Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92, 
Menteng, Jakarta Pusat - 10310

Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com

Profil Institusi
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RISET BIDANG EKONOMI
Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai 
pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah 
satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya 
membuat pemerintah kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan 
kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih 
lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah 
untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. 
Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus 
dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII  memiliki  fokus  penelitian di  bidang  ekonomi  pada  isu  kebijakan  
moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan 
berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip 
kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank 
Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik 
inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada 
pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah 
maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus 
penelitian TII terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan 
infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus TII 
juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan 
pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam 
meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. 

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh 
perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan 
untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga 
donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII 
tawarkan adalah (1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek 
Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.

 

RISET BIDANG HUKUM
Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah 
(Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus 
dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan 
dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan.

Program Riset
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Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif 
sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah 
naskah akademik yang  berkualitas. Hal ini penting untuk 
mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, 
dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah 
akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, 
terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan 
peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah 
atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik 
dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, 
dapat diminimalisir sesegera mungkin. 

Salah satu program riset di bidang hukum TII tawarkan, 
antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan 
naskah akademik, legal opinion terhadap harmonisasi dan 
sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan legislative 
drafting terhadap pembentukan draf ranperda atau atau 
peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, TII 
juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas 
permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan 
Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi 
Politik. 

 RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai 
regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia 
mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam 
babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi 
Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah 
Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola 
pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah juga 
dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan 
pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan 
publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah 
untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. 
Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor 
politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi 
masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses 
kebijakan.

Program Riset
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Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang 
politik TII menawarkan kajian kebijakan (policy assessment). 
Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi 
aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian 
yang TII tawarkan berguna untuk mendorong kebijakan 
pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi 
masyarakat. TII juga menawarkan beragam terobosan 
kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada 
khususnya dan penerapan prinsip-prinsip Open Government 
pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam 
upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan 
informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik TII menyediakan analisis dan 
rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang 
strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong 
penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat 
maupun daerah. Ragam penelitian yang TII tawarkan adalah: 
(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) 
Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment 
Research, (5) Survei Indikator.

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan 
yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. 
Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, 
Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan 
Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-
bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan 
terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang 
dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya 
perubahan yang signifkan, dalam konteks pembangunan, 
kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan 
rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah 
menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan 
efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu 
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yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan, 
kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan 
lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh 
TII adalah (1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative 
Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) 
Need Assessment Research, (5) Program Evaluation 
Research, dan (5) Survei Indikator.

Program Riset
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Survei Bidang Politik

SURVEI PRA PEMILU DAN 
PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII 
adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang 
mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun 
pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah 
proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi 
dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah 
satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, 
mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil 
Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama 
menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih 
kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data 
empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat 
Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan 
pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu 
mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat 
di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) 
mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan 
sebagai vote getter; serta (4) mengetahui medium yang paling 
efektif untuk kampanye.
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Evaluasi Kegiatan

EVALUASI PROYEK ATAU 
PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah 
evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan 
pemerintah. Kegiatan evaluasi yang TII tawarkan dilakukan 
di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau 
program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah 
yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program. 

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan 
menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau 
program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan 
proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir 
memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran 
dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama 
diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di 
akhir periode proyek atau program.
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Diskusi Publik

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-
masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, 
pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai 
media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan 
para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil 
society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang 
tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, 
konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya.  Pertimbangan utama 
pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta 
konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum 
dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu 
peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga 
menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal  The Indonesian 
Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi 
yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan 
forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan 
dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar 
mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara 
berkala TII memberikan policy brief (rekomendasi kebijakan) kepada para 
pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para 
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Fasilitasi dan Advokasi

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan 
diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program 
penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD 
sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk 
mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, 
demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota 
DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam 
memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik 
legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian 
pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul  baik 
sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun 
yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The 
Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk 
mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang 
baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku 
kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini 
menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi 
forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, 
lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa 
program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam 
rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang 
dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk 
bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).
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